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Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Secara 

Konstitusional 

Alji muliani 

 

ABSTRAK 

Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Secara Konstitusional 

Oleh Alji Muliani Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram di Bimbing Oleh Siti Hasanah dan Anies 

Prima Dewi 

Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, melalui Konstitusi menegaskan 

kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan 

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Ini bermakna sejak awal 

pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya 

dengan negara ini lahir. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah 

satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya 

perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan 

diskusi terbuka.  

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat Di Indonesia, Hak Kostitusional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, Karena kedudukannya yang 

lebih tinggi dalam hierarki norma hukum terutama dalam Undang-Undang 

Dasar. Artinya pembahasan kerangka normatif dan konsep hak konstitusional 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan hak asasi manusia. Harus 

diakui bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) lebih unggul dari Undang-Undang 

Dasar sebelumnya dalam pembangunan Sistem Tata Negara. Tentang jaminan 

hak-hak mereka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengatur jauh lebih komprehensif daripada sebelum amandemen 

terhadap lima ketentuan (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan,  berserikat dan berkumpul). Ungkapan Menulis Pendapat dalam 

Setidaknya 17 Artikel Terkait Hak Asasi Manusia (termasuk 38 Isi Hukum 

Berbeda), Menjamin Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan Hak atas 

Pendidikan, Hak Akses Sumber Daya Alam). 1 

 

 

 

                                                             
1 https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-

1945a2.pdf Di Akses P∂d∂ T∂ngg∂l 2 Febru∂ri 2022 Pukul 18:56 Wit∂ 

https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf
https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf
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Perluasan jaminan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan langkah 

membangun landasan hukum nasional untuk memperkuat perjanjian-

perjanjian penguasa rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. 

Sejak kemerdekaan Indonesia  tahun 1945, Undang-Undang Dasar 

telah memberikan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, yang kini 

ditegaskan dalam Pasal 28 dan  28E  (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setiap orang berhak untuk 

berserikat, berkumpul dan kebebasan berekspresi. Artinya, persepsi tentang 

kebebasan tersebut memiliki sejarah sejak lahirnya negara ini.2 Salah satu 

tujuan  demokrasi adalah menciptakan situasi perlindungan dan penegakan 

hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 21 Ayat 3 Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, di mana kehendak rakyat harus menjadi dasar 

kekuasaan pemerintah, yang dinyatakan dalam pemilihan umum yang teratur 

dan murni. Hak suara yang sama dengan pemungutan suara  rahasia atau cara 

lain untuk memastikan kebebasan memilih. 

Kebebasan berbicara dan berpendapat  merupakan  aspek penting dari 

demokrasi. Negara demokratis tercermin dalam kebebasan berserikat, 

kebebasan berekspresi, dan perlindungan debat terbuka.3 Sebagai negara 

berdaulat di tangan rakyat, melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi  

dapat mendukung pengawasan, kritik dan dorongan pemerintahan. Dalam 

                                                             
2 Ibid hhl.1 
3 https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf  

Di Akses P∂d∂ T∂ngg∂l 2 Febru∂ri 2022 P∂d∂ Pukul 19:45 Wit∂ 

https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf
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masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa yang demokratis, kebebasan untuk 

menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak atas 

informasi adalah sangat penting untuk melindungi keadilan dan kebenaran, 

memajukan kepentingan umum dan pendidikan masyarakat. Itu adalah hak 

asasi manusia. Kehidupan orang.4 Hak atas kebebasan berekspresi 

memerlukan jaminan perlindungan terhadap akses informasi yang merupakan 

hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah 

satu ciri utama negara demokrasi yang mendukung kedaulatan rakyatnya. 

Memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.5 

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan secara mandiri dan memiliki 

martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani 

dan perlu memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Salah satu 

universalitas kebebasan berekspresi adalah sesuai dengan Pasal 19 DUHAM 

yang menyatakan: Meminta, menerima, dan mengirim informasi dan 

pendapat dalam segala bentuk, tanpa  memandang batas negara.6 Selain di 

atas, huruf (b) "Hak asasi manusia adalah hak dasar, yang secara inheren 

bersifat spesifik manusia, universal dan permanen," dalam bagian "Diskusi" 

dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999  No. 39, dan  karena itu 

dilindungi. Harus dihormati dan didukung, dan tidak boleh diabaikan, 

                                                             
4 Gener∂l Comment No. 34 P∂r∂ 2 
5 UU No. 14 T∂hun 2008 tent∂ng Keterbuk∂∂n Inform∂si Publik 
6 Dekl∂r∂si Univers∂l H∂k As∂si M∂nusi∂ (DUHAM) 
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dikurangi, atau dirampok oleh siapa pun.7  Berdasarkan uraian di atas, penulis 

membandingkan dan mencoba menjelaskan secara normatif apakah 

kebebasan berekspresi Indonesia  sesuai dengan UUD kita, UUD 1945.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, mungkin ada masalah : 

1. Bagaimanakah Landasan Konstitusional Hak Kebebasan Berpendapat  di 

Indonesia ? 

2. Bagaiamanakah Kebebasan Berpendapat di Indonesia Berdasarkan 

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Landasan Konstitusional Hak 

Kebebasan Berpendapat  di Indonesia  

b. Untuk mengetahui Bagaiamanakah Kebebasan Berpendapat di 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia 

2. Manfaat Penelitian. 

a. Manfaat Akademis  

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi 

penelitian selanjutnya dan merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 

                                                             
7 Und∂ng – und∂ng  No. 39 T∂hun 1999 tent∂ng H∂k As∂si M∂nusi∂ 
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b. Manfaat Teroritis  

Dapat memberikan beasiswa umum, khususnya pemikiran 

tentang Konstitusi, dan menjadi referensi untuk pengembangan 

beasiswa tentang masalah  ketatanegaraan Indonesia. 

c. Manfaat praktis 

Kajian ini bertujuan untuk menginspirasi Negara untuk  

menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya yang 

berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang  dijamin oleh hukum 

nasional dan internasional. 

D. Originalitas Penelitian 

Orisinalitas adalah kredibilitas penelitian yang dilakukan, dan belum 

pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti penelitian tersebut  untuk tujuan 

memperoleh bahan pembanding atau referensi. Selain itu, untuk menghindari 

asumsi yang sama seperti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti 

mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

No Peneliti/Judul Peneliti Rumusan Masalah Hasil 

1 Elma Seventiani ( 2020 ) 

Ebebasan Berpendapat Di 

Media Sosial Ditinjau Dari 

Sudut Pandang HakAsasi 

Manusia 

Bagaimana bentuk 

kewajiban negara 

Indonesia dalam 

melindungi hak 

kebebasan berpendapat 

di media sosial? 

Mengungkapkan pendapat 

sebenarnya adalah hak 

semua warga negara. 

Bahkan, di Indonesia 

beberapa kasus  terjadi 

karena pendapat 

masyarakat belum diterima 

oleh kelompok tersebut. Di 

sisi lain, perlindungan dan 
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penghormatan hak asasi 

manusia merupakan 

tanggung jawab negara 

melalui lembaga 

pemerintah. 

 

2 HARIS Muabbas ( 2018 ) 

Perlindungan Kebebasan 

Berpendapat Melalui Media 

Sosial Dalam Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik 

Ditinjau Dari Perspektif Hak 

Asasi Manusia 

Menganalisis aspek 

perlindungan atas 

kebebasan berpendapat 

yang di atur dalam 

Undang-Undang No 19 

Tahun 2016 

Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE), 

khususnya Pasal 27  (3) 

tentang Fitnah dan Pasal 28  

(1) dan (3) tentang Ujaran 

Kebencian. Padahal, tujuan 

pasal di atas adalah untuk 

mencegah  permusuhan, 

keresahan, bahkan 

perpecahan yang berbasis 

suku, agama, ras, 

antargolongan (SARA). 

3 Fariz Imam Fahreza ( 2018 ) 

Perlindungan Kebebasan 

Berekspresi Di Yogyakarta: 

Studi Pembatasan 

Berekspresi Mahasiswa 

Papua 

Bagaimana status dan 

kondisi perlindungan 

kebebasan berekspresi 

bagi mahasiswa Papua 

di Yogyakarta ditinjau 

Dari perspektif hak 

asasi manusia 

Untuk itu, dalam 

menerapkan dan 

menegakkan ketentuan 

undang-undang ini perlu 

diperhatikan sikap dan 

peran sistem hukum agar 

aparat penegak hukum dan 

penegak hukum dapat 

berfungsi secara efektif 

sebagai pengayom dan 

pengayom masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia  

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  dalam catatan Deklarasi 

ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrat yang dicapai 

oleh semua manusia berkat karunia Tuhan, Sel Semua Alam, dan pada 

kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia. Oleh karena 

itu, semua manusia berhak atas penghidupan yang layak, kebebasan, 

keamanan, dan kesejahteraan pribadi.8 

 Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa, 

Tuhan Yang Maha Esa  yang wajib dihormati, dilindungi, dan dilindungi 

oleh Negara. . Hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan 

dan perlindungan martabat dan nilai-nilai manusia.9 

2. Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli  

 Mariam Budiardjo HAM adalah hak yang dimiliki oleh orang-

orang dan diperoleh serta dibawa ke dalam kehidupan mereka dengan 

kelahiran dan kehadirannya. Karena hak ini bersifat mendasar dan 

universal, ia ada pada manusia tanpa memandang negara, ras, agama, 

kelas, atau jenis kelamin. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah 

                                                             
8 DUHAM 16 Desember  T∂hun 1966 
9 Und∂ng-Und∂ng Nomor 39 T∂hun 1999 Tent∂ng HAM 
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bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk berkembang 

sesuai dengan bakat dan aspirasinya.  

 Thomas Jefferson Hak asasi manusia pada dasarnya adalah 

kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini 

berasal dari Tuhan, yang melekat pada keberadaan individu manusia. 

Pemerintah dibentuk untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.10 

3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia 

Ada dua jenis hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Politik:11 

a. Non-derogable 

Ini adalah hak mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh negara, 

bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Ini termasuk hak untuk 

hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman kejam yang 

tidak manusiawi, hak untuk bebas dari  perbudakan, dan hak atas 

kebebasan dan keamanan pribadi. 

b. Derogable  

Ini adalah hak yang dapat dibatasi atau dikurangi  oleh negara. Ini 

termasuk hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan 

berserikat, dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

 

 

                                                             
10 M∂r∂ Ongku, “H∂m d∂n kebeb∂s∂n berpend∂p∂t d∂l∂m Und∂ng-Und∂ng D∂s∂r 1945,” Al 

WASATH Jurn∂l Ilmu Hukum, 2.1 (2021). 
11 Und∂ng-Und∂ng Nomor 12 T∂hun 2005 tent∂ng penges∂h∂n Intern∂tion∂l Conven∂nt On Politic∂l 

Rights 
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4. Konsep dasar Hak Asasi Manusia 

Ide hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrat (theory of natural 

law). Teori hukum alam diturunkan dari teori hukum alam (natural law 

theory). Ini dapat ditelusuri kembali  ke zaman kuno  hingga  zaman 

modern filsafat Stoic melalui tulisan-tulisan Hukum Alam St. Thomas 

Aquinas. Hugo de Gruto, seorang sarjana hukum Belanda yang dikenal 

sebagai bapak hukum internasional atau terkenal dengan nama Latin 

Grotius, melanjutkan teori hukum alam Aquinas, mematahkan asal-usul 

teoretisnya dan merasionalkannya.Saya menjadikannya produk 

pemikiran duniawi. Kemudian, dengan menggunakan landasan ini, salah 

satu sarjana pasca-Renaisans, John Locke, mempresentasikan 

gagasannya tentang teori hak kodrat. Locke menggantikannya dengan 

pemerintahan yang bersedia menggulingkan para penguasa dan 

menghormati hak-hak itu jika penguasa negara melanggar hak-hak 

kodrati individu dan mengabaikan kontrak sosial. Melalui teori hak 

kodrati ini, dan dalam pandangan hari ini tentang hak asasi manusia. 

Termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil 

dan politik.12 

5. Pengertian Kebebasan Berpendapat 

Kebebasan berekspresi secara harfiah adalah kebebasan individu 

untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan hati nuraninya tanpa 

dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain. Jika mengacu pada Undang-

                                                             
12 Prof Philip Alston & Fr∂nz M∂gnis Suseno, Hukum H∂k As∂si M∂nusi∂, ∂c∂demi∂ t∂hun 2019, H∂l 

41 
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Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Depan 

Umum. Kebebasan berekspresi adalah hak yang kebebasannya dijamin 

oleh Konstitusi. Lisan, tertulis, bebas dan bertanggung jawab untuk 

mengekspresikan pikiran Anda.13 

B. Tinjauan Umum Tentang  Praturan Perundang - Undangan  

Setiap negara, besar atau kecil, pasti memiliki sistem ketatanegaraan 

sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan negara masing-

masing. Hukum negara Indonesia dan UUD 1945 sebagai penyempurnaan 

nilai-nilai Pancasila  merupakan alat yang terkait dengan perwujudan cita-

cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, dasar hukum negara Indonesia 

adalah Pancasila sebagai dasar hukum dan UUD 1945 sebagai dasar 

konstitusional. 

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Hirarki atau  

urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah Pasal 7 Tahun 2011 

Undang-Undang Nomor 12 (“UU 12/2011”) tentang Pembentukan Undang-

Undang, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Mengacu 

pada (1) . Perubahan susunan kata dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 (“UU 15/2019”) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

                                                             
13 Todung Muly∂ Lubis, Menc∂ri H∂k As∂si M∂nusi∂, Gr∂medi∂ pust∂k∂ (2021) hlm 75 
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4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.14 

Akibat hukum dari undang-undang di atas sesuai dengan hierarki ini, 

dan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang 

lebih tinggi. Jenis hukum lainnya termasuk peraturan yang ditetapkan oleh: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”); 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”); 

3. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”); 

4. Mahkamah Agung; 

5. Mahkamah Konstitusi (“MK”); 

6. Badan Pemeriksa Keuangan; 

7. Komisi Yudisial; 

8. Bank Indonesia; 

9. Menteri; 

 Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dengan undang-undang (UU) 

atau dengan undang-undang atau panitia setingkat, DPRD, dan DPRD 

kabupaten/kota. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang sederajat. 

Pembatasan hukum di atas  mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya jika 

                                                             
14 https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-Indonesia-cl4012 

Di Akses P∂d∂ T∂ngg∂l 2 Febru∂ri 2022 Pukul 22 :14 WITA 

https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012
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diakui keberadaannya dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kekuasaan.15 

                                                             
15 https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-Indonesia-cl4012 

Di Akses P∂d∂ T∂ngg∂l 2 Febru∂ri 2022 Pukul 22 :14 WITA 

https://hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Peenelitian ini merupakan peelitian hukum normatif. Tinjauan hukum 

normatif, penyelidikan yang bertujuan untuk menyelidiki dan menemukan 

semua  aturan atau norma hukum yang terkait dengan masalah yang 

diselidiki, yaitu  tinjauan hukum tentang pelaksanaan hak atas kebebasan 

berekspresi. review dilakukan di Indonesia. 

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approch) 

 Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang ditempuh melalui 

review undang-undang tentang kebebasan berpendapat. B. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berbicara, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Udang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR 

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approch) 

Pendekatan konseptual berbeda dengan pandangan dan ajaran yang 

berkembang dalam hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang 
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menghasilkan terminologi hukum, konsep hukum, dan asas hukum 

terkait dengan masalah yang dihadapi.16 

C. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum  

a. Sumber hukum  

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dari dicari, 

dicari, dari dokumen penelitian, yaitu literatur dan buku-buku lain 

yang berisi prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai 

pendapat ahli hukum dan sebagai sumber informasi yang dapat 

dipercaya. bahan hukum yang dibuat dengan browsing. Menelaah 

hukum yang relevan untuk memperoleh informasi, yang bersifat 

teoritis, dan bahan hukum yang terkait dengan masalah yang 

diselidiki. 

b. Jenis bahan hukum 

Jenis bahan hukum yang diperoleh dan diproses dalam penyidikan 

hukum normatif adalah: 

1. Bahan hukum primer  

Bahan hukum utama berasal dari undang-undang yang terkait 

dengan penyidikan ini:  UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

2. Bahan hukum skunder 

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan hukum atau 

pembahasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dipertimbangkan 

                                                             
16 Soerjono Soek∂nto d∂n Sri M∂mudji , “peneliti∂n hukum norm∂tif su∂tu tinj∂u∂n singk∂t”, j∂k∂rt∂ 

: PT. R∂j∂ Gr∂findo Pers∂d∂ , 2015, hlm. 12 



 

15 
 

secara hukum dalam bahan hukum primer, yang terdiri dari 

berbagai buku, literatur, disertasi, dan studi akademis yang 

berkaitan dengan masalah yang diselidiki, yang merupakan 

dokumen. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang 

memberikan gambaran secara rinci tentang bahan hukum primer 

dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan bahan pelengkap 

lainnya. 

D. Teknik pengumpulan bahan hukum  

Dalam penelitian ini digunakan metode  untuk mengumpulkan bahan 

hukum:17 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama diperoleh dengan mengumpulkan dan 

berinvestasi dalam hukum yang berlaku dan menyesuaikannya dengan 

subjek investigasi. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dan dievaluasi secara 

keseluruhan, diperoleh dan diintegrasikan melalui investasi dalam 

buku-buku sastra, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang  

diperoleh, dicatat, dan diselidiki berdasarkan relevansinya dengan 

subjek penyelidikan. Baik bahan hukum primer maupun  sekunder . 

                                                             
17 Burh∂n Ashof∂, Metode Peneliti∂n Hukum, (j∂k∂rt∂ : Rineka Cipt∂, 2011), hlm .25. 
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Selanjutnya disebut studi sastra/penelitian dokumenter. Penelitian 

pengambilan keputusan berarti kumpulan bahan hukum tertulis yang 

masih relevan dengan fokus penelitian. Kajian ini terkait dengan 

literatur dan hukum yang ada. 

E. Analisis bahan hukum  

Setelah mengumpulkan sumber hukum, bahan hukum penyelidikan 

ini dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum. 

Interpretasi hukum yang digunakan bersifat historis dan komprehensif. 

Penafsiran sejarah adalah penafsiran dengan mempelajari sejarah hukum 

atau mempelajari pembahasan hukum. Penafsiran didasarkan pada sejarah 

hukum, yaitu  sejarah pembentukan hukum  dan sejarah hukum, yaitu 

dengan memeriksa kehendak pembuat undang-undang, sedangkan 

interpretasi eksklusif atau perluasan atau konsep sensasi. yang terkandung 

dalam undang-undang Berdasarkan interpretasi. 


